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          Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari’ah 
bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam “Al-Ahkam al-Suthaniah” 
berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya 
gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Sistem upah yang 
dilakukan oleh pemilik panglong yaitu pak Sumadi adalah sistem borongan, 
dimana upah yang akan diberikan pada pekerja yaitu Jarkoni dan Hanafi, setelah 
diselesaikan pekerjaan barang yang diminta konsumen Jarkoni dan Hanafi dapat 
menerima upah yang menjadi haknya dari hasil pekerjaannya. Pada tahun 2015 
didirikan perusahaan panglong, awal mulanya  Bapak Sumadi mendirikan sebuah 
panglong yang beralamatkan di Dusun I Lempuyang Bandar Kecamatan Way 
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Sumadi tidak memiliki sebuah 
nama untuk usaha panglongnya, berdirinya panglong Bapak Sumadi karena 
ketidaksengajaan, pada saat itu bapak sumadi memang memiliki kelebihan yaitu 
membuat sebuah kursi, meja, pintu dan lain-lainnya. Namun terdapat perbedaan 
pemberian nominal upah kepada pekerja panglong yang diberikan pemilik 
panglong yaitu pak Sumadi. Alasan yang didapat peneliti dari pak Sumadi yang 
memberikan upah berbeda kepada Jarkoni dan Hanafi dikarenakan Jarkoni lebih 
dahulu bekerja di panglong pak Sumadi dari pada Hanafi.  
          Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem   
Pengupahan Pekerja Panglong dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Pengupahan Pekerja Panglong di Panglong Sumadi Dusun I Ketiau Indah 
Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung 
Tengah? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana 
sistem Terhadap pengupahan Pekerja Panglong dan Untuk mengetahui bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap  Pengupahan Pekerja Panglong di Panglong 
Sumadi Dusun I Ketiau Indah Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way 
Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan berfikir deskriptif analisis, alasannya penelitian 
membutuhkan analisa dalam rangka menemukan hukum terkait dengan tinjauan 
hukum Islam tentang sistem upah pekerja panglong. Adapun jenis penelitian ini 
merupakan field research (penelitian lapangan) yang dilakukan pada pengelola 
dan pemain yang didukung oleh library research (penelitian perpustakaan) 
sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai 
literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat 
untuk diteliti.  
          Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa Sistem 
upah yang diberlakukan di panglong pak Sumadi menurut peneliti tidak 
mencerminkan keadilan dan keseimbangan. Dalam hal ini pak Sumadi tidak 
memberikan upah yang sama pada pekerjanya yaitu Jarkoni dan Hanafi, pak 
Sumadi memberikan upah yang lebih besar pada Jarkoni dengan alasan terlebih 
dahulu bekerja, padahal pekerjaan yang dilimpahkan sama, baik dari segi 
kesulitan dan bentuknya. Pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan 
pekerja panglong tidak dibenarkan syariat Islam, karena Hukum Islam 








ٰهى َعِن اْلَفْحَشاِۤء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعظُ ُكْم َلَعلَُّكْم  ْحَساِن َوِايْ َتۤاِئ ِذى اْلُقْرٰبى َويَ ن ْ َه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ ِانَّ اللّٰ
ُرْونَ   َتذَكَّ
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.” 
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A. Penegasan Judul 
          Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian 
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 
skripsi ini. 
 Penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami 
makna yang terkandung dalam skripsi ini, di samping itu langkah ini 
merupakan proses penekanan terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan 
dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Sistem Pengupahan Pekerja Panglong di Panglong Sumadi, Kelurahan 
Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung 
Tengah”, yaitu sebagai berikut : 
1. Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan atau pendapat yang telah di 
tentukan oleh Allah SWT. Berupa aturan dan larangan bagi umat Islam
1
 
2. Upah merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang 
yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
2
 
3. Pekerja Panglong adalah buruh atau orang yang bekerja di panglong yang 
menyediakan dan menjual berbagai kayu bangunan.
3
  
                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2011), 1407. 
2 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia  (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas 








   Berdasarkan pengertian dan penjelasan istilah-istilah diatas dapat 
disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong di Panglong Sumadi, 
Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten 
Lampung Tengah”, adalah bagaimana Sistem Pengupahan Pekerja Panglong, 
yaitu antara pekerja dan pemberi upah melalui sistem pengupahan menurut 
hukum Islam. 
B. Latar Belakang Masalah 
          Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur 
beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar 
manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
4
 Aktifitas manusia itu menyangkut 
semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah jual 




 Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama 
antara sesama manusia yaitu kerja sama yang diadakan antara satu pihak 
sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga, yang lazim disebut buruh atau 
pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut 
majikan. Kerjasama seperti ini dalam syariat Islam digolongkan kepada 
perjanjian sewa menyewa (al-ijarah), yaitu ijarah a‟la al-a‟mal, yakni jual 
                                                                                                                                                                      
      3 http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-panglong/  
4 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1-2. 






beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, 
membangun rumah, dan lain-lain.
6
 
          Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak 
syari’ah bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam “Al-Ahkam al-
Suthaniah” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar 
cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.
7
 
   Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas 
kontribusinya dalam bekerja. Untuk menentukan standar upah yang adil dan 
batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam 
mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan 
kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh.
8
 
          Penetapan upah bagi para karyawan harus dilakukan berdasarkan 
keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam 
tentang hak karyawan dalam menerima upah dapat terwujud, seperti yang 
dijelaskan di dalam ayat Al-Quran di bawah ini : 
ى َعِن اْلَفْحَشۤاِء َواْلُمْنَكِر   هّٰ َو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِْحَساِن َوِايْ َتۤاِئ ِذى اْلُقْربّٰى َويَ ن ْ ِان   اللّّٰ
 َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم لََعل ُكْم َتذَك ُرْونَ 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S. An-Nahl (16): 90) 
                                                             
6 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah  (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133. 
7 Rustam Efendi, Produksi Dalam Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 55-56. 






          Berdasarkan hasil survei pendahuluan terhadap pekerja panglong di 
Panglong Sumadi Dusun I Ketiau  Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan 
Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, ditemukan fenomena yaitu; 
adanya kondisi para pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada 
dalam posisi yang lemah yaitu; para pekerja belum memperoleh upah yang 
cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang layak. 
Selanjutnya juga ditemukan bahwa sistem pengupahan yang dijalankan belum 
sesuai aturan dan memenuhi rasa keadilan bagi para pekerja, adanya masalah 
dalam sistem upah yang menggunakan sistem upah borongan dengan 
memberikan upah berdasarkan hasil produksi dan tingkat kesulitan dalam 
pembuatan barang, barang yang di buat seperti meja, pintu, kursi, jendela, 
lemari dan kusen. yaitu terdapat perbedaan upah borongan antara Jarkoni dan 
Hanafi tanpa alasan yang dapat dipahami oleh para pekerja, contohnya 
Jarkoni dan Hanafi seorang buruh atau pekerja panglong dan Sumadi sebagai 
pemilik usaha panglong kayu, dimana Jarkoni dan Hanafi sama-sama bekerja 
sebagai buruh panglong kayu milik Sumadi, keduanya sama-sama bekerja 
dengan beban kerja dan waktu kerja yang sama namun terdapat perbedaan 
upah antara keduanya, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi bagi 
Hanafi. 
          Berdasarkan fenomena di atas masalah ini cukup menarik untuk diteliti, 
sehingga dapat diketahui lebih jelas dan rinci bagaimanakah Tinjauan Hukum 






Kecamatan Way Pengubuan Kelurahan Lempuyang Bandar Kabupaten 
Lampung Tengah.  
 
 
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 
          Maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Praktek Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Panglong di Panglong Sumadi 
Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten 
Lampung Tengah. 
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Pekerja Panglong di 
Panglong Sumadi Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way 
Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah ? 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana sistem Pengupahan Pekerja Panglong Studi Kasus di Panglong 
Sumadi Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, 
Kabupaten Lampung Tengah?  
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Pengupahan Pekerja 
Panglong Studi Kasus di Panglong Sumadi Kelurahan Lempuyang Bandar, 
Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah? 
E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem Terhadap pengupahan Pekerja 
Panglong Studi Kasus di Panglong Sumadi Kelurahan Lempuyang Bandar, 






2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap  
Pengupahan Pekerja Panglong Studi Kasus di Panglong Sumadi Kelurahan 
Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung 
Tengah. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas 
Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 
2. Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan 
mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem 
pengupahan yang sesuai dengan Hukum Islam yang berdasarkan Al-
Qur’an dan Hadist dalam pengupahan buruh pekerja panglong kayu dalam 
pandangan dan penilaian hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya 
khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas 
Syari’ah, Jurusan Muamalah pada Khususnya. Selain itu diharapkan 
menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian 
akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
   Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian 
terdahulu yang pernah dilakukan pihak lain  sebagai pendukung, baik dalam 
hal memperoleh teori maupun menganalisis hasil sebagai unsur 







1. Skripsi oleh Fahmi Vidi Alamsyah (2015) yang berjudul, "Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja Pada PT. Royal Korindah 
Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga". IAIN Purwokerto. 
Permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tinjauan hukum 
Islam tentang sistem upah tenaga kerjapada PT. Royal Korindah 
Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga?. Kesimpulannya 
adalah sistem upah yang diterapkan di perusahaan PT Royal Korindah 
Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga menggunakan 
menerapkan sistem upah menurut satuan ukuran waktu dengan 
pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di 
perusahaan.akad ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan upah 
minimum kabupaten. Dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam dan 
telah  memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad ijarah dan tidak ada 
paksaan dalam melakukan akad ijarah. Besaran upah tenaga kerja PT 
Royal Korindah dalam konteks maqashid syariah memberikan 
perlindungan atas hak asasi manusia adh-dharurat al-khamsa (lima hal 
inti) kepada tenaga kerja, salah satunya telah menerapkan hak asasi 
manusia dengan melindungi hak harta benda yang harus dimilikinya.
9
  
   Perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian di atas adalah permasalahan sistem upah 
dengan satuan ukuran waktu, sedangkan permasalahan penelitian penulis 
adalah sistem upah dengan sistem borongan. 
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2. Skripsi oleh Rafiuddin (2017) yang berjudul "Sistem Pengupahan Dalam 
Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. 
Ramang Ruko No.02 Sudiang Kota Makassar)". UIN alauddin Makassar. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan  
karyawan yang diterapkan pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. 
Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar dan bagaimana analisisnya 
menurut perspektif Islam. Kesimpulannya bahwa, praktek sistem 
pengupahan karyawan  yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, 
mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang 
lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menunda-nunda 
upah seorang karyawan. Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan 
pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam 
Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga 
semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan 
diterimanya. CV. Fikram Jaya Teknik belum mengikuti konsep adil, 
karena tidak ada perbedaan porsi upah antara karyawan yang besar 
tanggung jawabnya dengan karyawan biasa. Upah yang diterima para 
karyawan jumlahnya sama. Kemudian CV. Fikram Jaya Teknik sudah  
menetapkan upah yang layak untuk para karyawanya, karena upah yang 
diterima karyawan sudah di atas rata-rata  standar UMR Kota Makassar.
10
 
   Perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian di atas adalah jumlah upah yang diberikan 
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pada penelitian di atas diberikan secara adil atau sama, sedangkan upah 
yang diberikan pada penelitian penulis diberikan dengan jumlah yang 
berbeda. 
3. Skripsi oleh Fauzan Adhim (2018) yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Global Perkasa". UIN Ar-
Raniry Darussalam-Banda Aceh. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
pertama, bagaimana sistem penetapan upah pekerja pada PT. Global 
Perkasa.Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam dalam membayarkan 
upah pekerja pada PT. Global Perkasa. Kesimpulannya  bahwa PT. Global 
Perkasa memiliki 3 sistem penerapan upah yaitu pertama, sistem bulanan, 
kedua sistem harian, dan ketiga sistem  borongan atau by order. Dalam 
memberikan upah kepada pekerja, PT. Global Perkasa belum sepenuhnya 
menjalankan sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam. Praktik yang 
sesuai dengan ketentuan yang diberikan rasulullah, yaitu perusahaan telah 
menyebutkan terlebih dahulu upah yang akan diterima sebelum pekerja 
menjalankan tugasnya dan yang belum sesuai adalah perusahaan tidak 
membayarkan upah kepada pekerja tepat waktu sesuai kesepakatan antara 
kedua belah pihak. Perusahaan juga belum bisa membayarkan upah sesuai 
dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 72 
Tahun 2016 Pasal 2 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) Aceh 
tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- yang merupakan upah 






minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari atau 40 jam 
per minggu bagi sistem kerja 5 hari per  minggu.
11
  
   Perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian di atas adalah pada penelitian di atas 
pekerja tidak diberikan upah secara tepat waktu sesuai dengan 
kesepakatan, sedangkan masalah dalam penelitian penulis adalah sistem 
upah borongan yang diberikan dengan jumlah yang tidak adil padahal 
tingkat kesulitan sama. 
4. Skripsi oleh Fitri Handayani Ningsih (2018) yang berjudul, "Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Karyawan CV. 
Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung". IAIN Salatiga. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran 
upah karyawan di CV. Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten 
Temanggung,bagaimana respon  karyawan terhadap sistem pembayaran 
upah pada karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten 
Temanggung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem 
pembayaran upah karyawan di CV Decorus Kecamatan Pringsurat 
Kabupaten Temanggung. Kesimpulannya sistem pembayaran upah pada  
karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung 
menggunakan sistem perhitungan upah harian yang akan dibayarkan 
secara bulanan, didalamnya terdapat upah gantungan selama 10 
hari,besarnya upah yang dibayarkan oleh CV Decorus adalah sebesar 
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Rp.62.205/hari, dan upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada 
karyawan adalah mengikuti standar umk temanggung,adalah sebesar 
Rp1.557.000.Adapun respon karyawan mengenai sistem pembayaran 
upah, kebanyakan karyawan menyatakan tidak setuju dengan adanya upah 
gantungan, karena karyawan merasa dirugikan. Jika ditinjau menurut 
hukum Islam,adanya unsur ketidakridhaan pada karyawan terkait dengan 
adanya upah gantungan, adanya ketidaksesuaian akad terkait dengan 
besarnya upah yang dibayarkan dan pihak perusahaan masih menunda-
nunda pembayaran upah pada karyawannya (dengan adanya upah 




   Perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian di atas adalah penelitian di atas 
menggunakan sistem perhitungan upah harian yang akan dibayarkan 
secara bulanan, didalamnya terdapat upah gantungan selama 10 hari, 
sedangkan penelitian penulis menggunakan sistem borongan tanpa 
terdapat upah gantungan. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
          Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 
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 Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan sistem 
pengupahan pekerja panglong di Panglong Sumadi Kecamatan Way 
Pengubuan Kelurahan Lempuyang Bandar Kabupaten Lampung Tengah. 
2. Sifat Penelitian 
 Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu 
suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat 
ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 
analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi 
atau ada.
14
 Dalam penelitian ini mendeskripsikan  tinjauan hukum Islam 
terhadap sistem pengupahan pekerja panglong kayu. 
3. Data dan Sumber Data 
          Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan 
hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan upah pekerja panglong serta 
faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer 
   Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh langsung 
dari sumber pertama.
15
 Hasil wawancara dalam penelitian ini diperoleh 
dari responden langsung, yaitu dari pemberi upah (pemilik panglong 
kayu) dan penerima upah (para buruh panglong kayu) yang berkaitan 
dengan penelitian. 
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b. Data Sekunder  
   Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau 
dokumen.
16
 Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku 
yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya 
yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Metode pengumpulan data 
   Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 
mendapatkan data.
17
 Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, 
maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. 
Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan 
beberapa metode, yaitu: 
1) Observasi 
          Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 
yang diselidiki.
18
 Observasi yang digunakan yaitu dengan melakukan 
pengamatan terhadap pelaksanaan upah pekerja panglong kayu. 
2) Wawancara (Interview) 
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          Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 
keterangan-keterangan.
19
 Dalam hal ini penulis mewawancarai 
sejumlah pekerja panglong kayu dan pemilik usaha panglong kayu. 
 
 
3) Dokumentasi  
          Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 




5. Lokasi Dan Narasumber Penelitian 
a. Lokasi 
   Penelitian yang mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Panglong berlokasi di Dusun I 




b. Narasumber Penelitian   
   Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yaitu 2 
orang sebagai pekerja dan 1 orang sebagai pemilik di Dusun I Ketiau 
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Indah Kecamatan Way Pengubuan Kelurahan Lempuyang Bandar 
Kabupaten Lampung Tengah.   
6. Metode Pengolahan Data 
   Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 
pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan 




   Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah 
diserahkan oleh para pengumpul data.Tujuannya yaitu untuk 
mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar 




          Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data 
yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai 
dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk 
menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan 
urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data yang 




c. Analisa Data 
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   Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 
dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting 
yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 
diri sendiri dan orang lain.
24
 
   Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Sistem Pengupahan Pekerja Panglong Di Panglong Sumadi 
Dusun I Ketiau Indah Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way 
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang akan dikaji 
menggunakan metode kualitatif. 
I. Sistematika Pembahasan  
   Bab Pertama, memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang  
penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 
relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud 
sebagai alat  
yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat 
menghasilkan suatu penelitian yang akurat.  
   Bab Kedua, memuat uraian pembahasan landasan teori tentang hukum 
upah, rukun dan syarat upah, prinsip keadilan dalam upah, pengelolaan upah, 
                                                             






waktu pembayaran upah, sistem pengupahan dalam islam dan berakhirnya 
akad upah.  
    Bab Ketiga, memuat uraian sejarah berdrinya Panglong Sumadi 
Ketiau Kelurahan Lempuyang Bandar, visi dan misi Panglong Sumadi di 
Dusun I Ketiau Kelurahan Lempuyang Bandar, struktur pengurus Panglong 
Sumadi di Dusun I Ketiau Kelurahan Lempuyang Bandar, produk-produk 
yang dihasilkan Panglong Sumadi di Dusun I Ketiau Kelurahan Lempuyang 
Bandar, dan pelaksanaan pengupahan pekerja Panglong Sumadi di Dusun I 
Ketiau Kelurahan Lempuyang Bandar. 
   Bab Keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini 
membahas tentang analisis sistem pengupahan pekerja panglong di Panglong 
Sumadi Dusun I Ketiau Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way 
Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, dan tinjauan hukum Islam terhadap 
sistem pengupahan pekerja Panglong Sumadi di dusun I Ketiau Kelurahan 
Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung 
Tengah.  
   Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat 
kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai 





















A. Akad (Perjanjian) 
1. Pengertian Akad 
   Akad berasal dari bahasa arab yang berarti mengikat, 
menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam 
bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak. Pertalian ijab 
qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima 
ikatan), sesuai dengan syariat yang ada pada obyek perikatan.
25
 
   Secara bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:  
a. Mengikat (Ar-Abthu), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan 
mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung 
dikemudian menjadi sepotong benda. 
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b. Sambungan (Aqidatun), yaitu sambungan yang menjadi memegang 
kedua ujung itu dan mengikatnya.  
c. Janji (Al-ahdu), yaitu siapa saja yang menepati janji dan takut 
kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang 
bertaqwa. 
   Istilah al-aqd dalam Al-Qur’an mengacu pada pertanyaan 
seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya 
dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak 
memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, 
tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti 
yang dijelaskan dalam surat Ali imran:76 bahwa janji tetap mengikat 
orang yang membantunya. 
   Akad menurut istilah adalah keterkaitan dalam keinginan diri  
dengan sesuatu yang lain dengan adanya komitmen yang telah di 
syariatkan. Kata akad menurut istilah terkadang dipergunakan dalam  
pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi 
dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.
26
 
   Menurut istilah fiqh, secara umum akad berarti suatu yang 
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari 
dua pihak, seperti wakaf, talak, dan juga sumpah, maupun yang 
muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.  
   Secara khusus akad  berarti keterkaitan antara ijab dan qabul, 
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dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu. 
Istilah “Perjanjian” dalam hukum indonesia disebut “Akad” di dalam 
hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti 
mengikat. Menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).  
    Menurut pengertian lainnya menjelaskan bahwa Ijarah 
adalah upah yang diberikan kepada seseorang yang telah 
mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaanya. 
 
 
2. Dasar Hukum Akad 
a. Surat Al-maidah (5) ayat 1  
   Maksud dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang  
melakukan praktik yang diharamkan dalam memperoleh 
kekayaan, namun harus melalui akad atau perjanjian berdasarkan 
kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah pihak 
yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar 
dari penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. Sehingga 
dalam transaksi adanya hak dan khiyar untuk membeli. Hak 
khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau 
membatalkan.
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َلُكم  ٓ  ُأِحل ت ٓ  ُعُقودِ ٓ  ُفوْا بِٱلٓ  ْا َأوٓ  أَي َُّها ٱل ِذيَن َءاَمُنوٓ  يَّٰ 
ِم ِإْل  َما ُيتٓ  َأنٓ  َبِهيَمُة ٱل  ُكمٓ  َعَلي ىّٰ لَ ٓ  عَّٰ
ُكُم َما يُرِيُد ٓ  ِإن  ٱلل َو َيح ٓ  ُحُرمٌ  ٓ  ِد َوأَنُتمٓ  َر ُمِحلِّي ٱلص يٓ  َغي
١  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya” 






a. Surat Ali Imran (3) ayat 76 
  Para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua 
belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi 
akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan 
kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak 
boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepihak yang lain, dengan 
sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada kehendak 
pada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang 






menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya 
kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah 
mereka perjanjikan dikemudian hari. 
٦٧ُمت ِقيَن ٓ  ٱت  َقىّٰ َفِإن  ٱلل َو ُيِحبُّ ٱلوَ  ِۦدهِ ٓ  َفىّٰ ِبَعوٓ  َأو ٓ  َمن ٓ  بَ َلىّٰ   
“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, 
maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertakwa” 
(Q.S Ali-Imran Ayat 76). 
3. Rukun dan syarat akad 
a. Rukun Akad 
   Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan 
yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan 
keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq 
dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukunya ialah 
sebagai berikut: 
1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, 
seorang yang berakad  orang yang memiliki hak. Ulama fiqh 
memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi Aqid, 
antara lain:  
a) Ahliyah keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk 
melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah 






dimaksud disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami 
ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini 
artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara 
berbahaya dan tidak dan antara merugikan dan 
menguntungkan.  
b) Wilayah yang dimaksud dengan wilayah sebagai hak dan 
kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar’i 
untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya 
orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau 
wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki dan 
otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting 
orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan 
sehingga mampu mengekspresikan pilihanya secara bebas.  
2) Ma‟qud adalah benda yang diakadkan seperti benda yang dijual 
dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, dalam 
gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. 
3) Maudhu al‟aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad, bebeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad tersebut.  
4) Sighat al-aqd yaitu ijab dan qabul, ijab ialah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad 






Sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang 
berakad pula yang diucapkan setelah ijab. 
28
 
   Ulama sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus 
dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian ma'qud alaih yang 
tidak dapat diserahkan pada waktu akad seperti jual beli burung yang 
ada di udara, harta yang diwakafkan dan lain sebagainya. Tetapi 
dalam akad tabarru' (derma) menurut Imam Maliki diperbolehkan, 
seperti hibah atas barang yang kabur dan lain-lain. Ulama Hanabilah 
berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang 
yang mengeluarkan benda baik yang dikatakan orang yang pertama 
atau yang kedua.  
   Sedangkan qobul adalah pernyataan dari orang yang 
menerima barang. Metode akad ijab qobul. Metode-metode dalam 
akad dapat diaplikasikan dengan berbagai macam cara diantaranya:   
a. Akad Dengan Ucapan   
Akad dengan ucapan adalah  Shighat yang paling banyak 
digunakan oleh orang sebab paling mudah dan cepat dipahami. 
Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-
masing keduanya serta menunjukkan keridhaanya.  
b. Akad Dengan Perbuatan   
Akad dengan perbuatan terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi 
dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhoi, misalnya 
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penjual memberikan uang, hal ini sudah umum terjadi masa 
sekarang dalam persoalan ini ulama menanggapi dengan berbeda 
pendapat diantaranya yaitu:  
1). Ulama Hanabilah dan membolehkan akad dengan perbuatan 
     terhadap barang-barang yang sudah diketahui, barang-barang      
  secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui akad seperti 
  itu dianggap batal.  
2). Madzhab Malikiyah dan  pendapat awal Imam Ahmad 
 membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan 
kerelaan serta barang tersebut diketahui secara umum 
maupun tidak diketahui kecuali akad pernikahan.  
3). Ulama Syafi'iyah, Syi'ah Dan Zhahiriyah berpendapat bahwa 
akad  dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada 
petunjuk yang kuat pada akad tersebut. Selain itu keridhaan 
adalah sesuatu yang samar yang tidak diketahui, kecuali 
dengan ucapan. Hanya golongan ini memperbolehkan ucapan 
baik secara sharih ataupun secara kinayah. Jika terpaksa 
boleh pula dengan isyarah.  
c. Akad Dengan Isyarat  
   Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad 
dengan isyarat melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. 
Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh melakukan 






menggunakan dengan tulisan. Hal itu diperbolehkan apabila ia 
sudah cacat mulai sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus 
berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.  
d. Akad Dengan Tulisan  
   Diperbolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang 
mampu berbicara ataupun tidak. Akad dengan tulisan tersebut 
harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya, sebab 




b. Syarat akad  
   Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:  
1) Syarat terbentuknya akad (syurut al-in‟iqad) 
   Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk 
akad diatas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat 
berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang 
dimaksud,   rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam 
hukum Islam syarat yang dimaksud dinamakan syarat 
terbentuknya akad. Rukun pertama yaitu para pihak harus 
memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu :  
a) Tamyiz  






2)  Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah) : 
   Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat  
terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai 
wujud yuris syar’i namun belum serta merta sah. Untuk mengetahui 
sahnya akad, rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut 
memerlukan unsur-unsur penyempurna ini disebut keabsaan akad. 
    Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau 
paling tidak berlaku kebanyak akad dan syarat keabsahan khusus 
yang  berlaku pada masing-masing berbagai macam akad khusus.  
Syarat berlakunya akibat hukum (syuruth an-nafadz) 
   Apabila memenuhi rukun dan syarat dan syarat terbentuk 
syarat - syarat keabsahan maka suatu akad dinyatakan sah. Akan 
tetapi meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat 
hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad belum dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad 
mauquf (terhenti atau tergantung). Untuk dilaksanakan akibat 
hukumnya, akad sudah sah itu harus memenuhi dua syarat 
berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas 
objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang harus 
dilakukan.  






   Pada asas nya apabila suatu akad telah memenuhi rukun 
dan  
syaratnya maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan 
mengikat bagi para pihak. Maka tidak boleh salah satu menariknya 
kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.  
4.  Macam-macam Akad 
    Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi 
jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat 
dari segi keabsahan menurut syara, maka akad terbagi menjadi dua 
yaitu akad shahih dan akad tidak shahih. Untuk lebih mengetahuinya 
berikut akan diuraikan lebih jelas mengenai akad tersebut. 
29
 
       Akad shahih ialah akad yang telah memenuhi rukun dan 
syarat- syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya 
seluruh akibat  
hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak yang 
berakad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama hanafiyah dan malikiyah  
menjadi dua macam yaitu:    
a. Akad Nafiz   
   Akad Nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu  akad 
yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak 
ada penghalang untuk melaksanakanya. 
b. Akad Mauquf   
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   Akad Mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang 
cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk 
melangsungkan dan melaksanakan akad tersebut, seperti akad 
yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. 
5. Ketentuan Dalam Akad 
   Akad terdiri dari beberapa macam yaitu akad bernama dan 
akad tidak bernama  ada juga akad pokok dan asesoir serta akad 
bertempo dan tidak bertempo yakni sebagai berikut:  
a. Akad Bernama  
   Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan 
namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-
ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada 
akad lain. Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, 
sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan mencapai 
beberapa jenis akad bernama yaitu:  
1). Jual beli (Al- Ba‟i)  
2) Sewa-menyewa (Al-Ijarah)  
3)  Penanggungan (Al-Kafalah)  
4) Pemindahan uang (Al-Hiwayah)  
5) Gadai (Ar-Rahn)  
6) Jual beli opsi (Ba‟tal-wafa)  
7) Penipuan (Al-ida‟)  






9)  Hibah (Al-hibah)  
10) Pembagiaan (Al-qismah)  
11) Persekutuan (Asy-syirkah)  
12) Bagi hasil (Al-mudharabah)  
13) Penggarapan tanah (Al-muzara‟ah)  
14) Pemeliharaan tanaman (AL-Musaqah)  
15) Pemberian kuasa (Al-Wakalah)  
16) Arbitrase (At-tahkim)  
17) Pelepasan hak kewarisan (Al-Mukharajah)  
18) Pinjam mengganti (Al-Qardh)   
19) Pemberian hak pakai rumah (Al-Umrah)  
20)  Penetapan ahli waris (Al-Muamalah)  
21)  Pemutusan perjanjian atas kesepakatan (Al-Iqadah)  
22) Perkawinan (Al-Zawaj)  
23) Wasiat (Al-Washiyyah)  
24) Pengangkatan pengampu (Al-isha)30 
b. Akad tak bernama  
   Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur secara 
khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dengan 
kata lain akad tak bernama ialah akad yang tidak ditempuh oleh 
pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan 
tersendiri mengenainya, terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan 
                                                             






umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak 
sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam 
membuat akad tertentu ( tidak bernama) ini termasuk kedalam apa 
yang disebut dengan kebebasan berakad, akad tidak bernama ini 
timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan akibat 
kebutuhan  
masyarakat yang terus berkembang contoh akad tak bernama  
ialah perjanjian, penerbitan, periklanan dan sebagainya. 
c. Akad pokok dan akad asessoir  
   Dilihat dari kedudukanya akad dibedakan menjadi akad yang 
pokok (al-aqd al-ashli) dan akad asessoir (aq-aqd attab‟i), akad 
pokok adalah akad yang terdiri sendiri yang keberadaanya tidak 
tergantung kepada suatu hal lain termasuk ke dalam jenis ini adalah 
semua akad yang keberadaanya karena dirinya sendiri, seperti akad 
jual beli, sewa-menyewa, penitipan, Pinjam pakai, dan seterusnya.  
   Akad asseoir adalah akad yang keberadaanya tidak berdiri 
sendiri melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar 
ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. Termasuk 
dalam kategori ini adalah penanggungan (kafalah) dan akad gadai (ar-
rahn) kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin karena itu 
keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. 






   Dilihat dari unsur tempo akad dapat dibagi menjadi dua akad  
yakni akad bertempo (al‟aqd az-zamani) dan akad tidak bertempo 
(al‟aqd al-fauri). Akad bertempo adalah akad yang didalamnya ada 
unsur waktu merupakan unsur usia, dalam arti unsur waktu merupakan 
bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya 
seewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam, akad berlangganan 
surat kabar dan lainya. Akad tidak bertempo adalah akad dimana 
unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli 
misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari 
akad tersebut. maka pelaksanaanya tersebut bersifat seketika dan pada 





1. Pengertian Upah 
   Secara etimologi Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yng berarti al-
„iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.
32
 Sedangkan 
menurut syara’ Ijarah adalah suatu akad  untuk mengambil manfaat 
dengan jalan penggantian.
33
 Upah juga sering disebut dengan Ijrah „ala al-
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  Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 
pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari 
pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang 
dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau 
faktor produksi lainya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya 
dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa 
dalam produksi.  
  Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ijarah 
merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) 
dari seorang mu‟jir oleh seseorang musta‟jir yang jelas dan sengaja 
dengan cara memberikan penggantian (upah). Akad Al-Ijarah tidak boleh 
dibatasi oleh syarat, akad Al-Ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan 
untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan 
akad al-Ijarah hanya ditunjukan pada manfaat. 
  Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, Ijarah ialah kepemilikan harta 
dari seorang yang dikontrak tenaganya (ajir) oleh orang yang 
mengontrak tenaganya (musta‟jir), serta pemilik harta dari musta‟jir oleh 
ajir,  dimana Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa yang disertai 
dengan kompensasi (imbalan).
35
 Sedangkan menurut pernyataan 
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Professor Benham ijarah adalah uang yang dibayar oleh orang yang 
memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya.
36
 
  Demikian yang dimaksud dengan upah (Ijarah) adalah 
memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah 
diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan.
37
 Sedangkan menurut 
istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas 
jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan 
sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian 
yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya 
kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.
38
  
   Menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja yang sesuai 
kehendak syariah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Mawardi dalam“Al-
Ahkam al-Suthaniah” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja 




   Seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang adil atas 
kontribusinya dalam bekerja, untuk menentukan standar upah yang adil 
dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, 
Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah, yaitu dengan tidak 
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melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh.
40
  
   Fiqh muamalah menerangkan bahwa, upah ditentukan 
berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan 
untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada 
proses produksi.
41
 Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima 
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhan. 
Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan 
transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur 
selama hubungan kerja terjalin.  
  Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja atau beban 
kerjanya.
42
 Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka 
kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara 
adil, supaya keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat 
keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antara pekerja tidak 
terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak 
terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang 
sesungguhnya dari hasil kerja sama itu.
43
 
2. Dasar Hukum Upah 
   Dasar hukum Ijarah adalah Al-Qur’an, Hadist, dan Ijma’.  
a. Dasar hukum ijarah dari Al-Qur’an adalah sebagai berikut: 
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 ٓ  طَيَِّبةً  َحيّٰوةً  ٓ  َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّْن ذََكٍر َاْو اُنْ ثّٰى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ ن و
ْجزِيَ ن  ُهْم َاْجَرُىْم بَِاْحَسِن َما َكانُ ْوا يَ ْعَمُلْونَ َولَنَ   
  
“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-
Nahl [16] ayat 97). 
    Maksud balasan dalam ayat di atas adalah tentang upah 
atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan 
pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik 
di dunia (berupa upah) ataupun di akhirat (berupa pahala), yang 
berlipat ganda. 
 
b. Dasar Hukum Hadist 
 لَ قَ  لَ قَ  مَ لَ سَ وَ  وِ يْ لَ الل عَ  لَ صَ  ي  نبِ الّ  نْ عَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ رَ يَ  رَ ىُ  يْ بِ  اَ  نْ عَ 
 دَ غَ  م  ثُ  ِبىى طَ عْ أَ  لٌ جُ رَ  ةِ ا مَ يَ قِ ا الْ مَ  وْ يَ  مْ هُ مُ صْ خَ  انَ أَ  ةٌ  ثَ ّل ثَ  ىالَ عَ تَ  اللُ 
 طِ عْ يُ  مْ لَ وَ  وُ نْ ى مِ و فَ تَ ا سْ ا فَ رً جَ  أْ تَ ا سْ  َثَمَنُة َوَر ُجلٌ  لكَ  أَ ا فَ ر  حُ  اعَ بَ  لٌ جُ رَ وَ رَ 






“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw Bersabda: “Allah ta‟ala 
berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada 
hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu 
mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu 
memakan (uang dari harganya) dan seorang yang mempekerjakan 
pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak 
dibayarkan upahnya”. (HR. Bukhari) 
 
c. Dasar Hukum Ijma’ 
   Sejak zaman sahabat sampai sekarang Ijarah telah disepakati 
oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal itu 
dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Manusia 
senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang 
lain, ijarah adalah suatu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia 
karena manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya 
kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu.  
     Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan 
suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-quran dan Hadist dalam 
suatu pekerjaan yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah 
berijmaa’ bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. 
     Ibnu rusyd dalam kitab bidayah al-mujtahid, juga 
mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh 
seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. Al-Ijarah 
merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas 






    Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi oleh manusia 
dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang 
dianjurkan agama. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan 
hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia. 
3. Rukun Dan Syarat Upah 
a. Rukun Upah (Ujrah) 
    Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan 
qabul dengan kata lain pernyataan dari orang yang menyewa dan 
menyewakan. Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi ialah akad 
atau perjanjian diantara kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa 
transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.
44
 Ijarah sebagai 
sebuah transaksi umum baru di anggap sah apabila telah memenuhi 
syarat dan rukunnya.  
   Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun ijarah hanya ijab dan 
qabul. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun ijarah, 
yaitu: 
1) Sighat ijarah yaitu ijab  dan qabul berupa pernyataan dari kedua 
belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau 
dalam bentuk lain. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut 
sighat akad(sighat aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui, 
ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan 
diam-diam semata. 
                                                             






2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa 
atau penyewa/pengguna jasa. Mu‟jir dan Musta‟jir, yaitu orang 
yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Mu‟jir 
adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan,  
musta‟jir adalah yang menerima upah untuk melakukan sesuatu 
dan menyewa sesuatu disyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir 
adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf 
(mengendalikan harta), dan saling meridhoi. 
3) Manfaat   
    Untuk mengontrak seseorang musta‟jir harus diketahui 
bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu 
jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena 
transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.  
a) Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang  
  Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang 
memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan 
undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan 
memiliki akibat hukum (legally concluded contract). Menurut 
ketentuan pasal 1320 KUHpdt, setiap perjanjian selalu 
memiliki empat unsur yang melekat syarat-syarat yang 
ditentukan undang-undang.  






    Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam 
perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak(ijab qabul) 
antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam 
perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan 
menyatakan kehendak, tidak lazim. Persetujuan kehendak 
adalah kesepakatan seiya sekata antara pihak-pihak mengenai 
pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang 
lainya. 
c) Kewenangan   
    Unsur subjek atau kewenangan berbuat, setiap pihak 
dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum 
menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus 
memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah 
berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, 
tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila. Tidak 
dibawah pengampuan dan memiliki surat kuasa apabila 
mewakili pihak lain.  
 
 
d) Objek (Prestasi) Tertentu  
 Unsur objek atau prestasi tertentu atau dapat ditentukan 
berupa memberikan suatu benda gerak atau tidak bergerak, 






atau tidak melakukan perbuatan tidak tertentu. Suatu objek 
tertentu merupakan suatu objek perjanjian prestasi wajib 
dipenuhi. 
Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang 
mengadakan persetujuan kehendak(ijab qabul). 
a) Tujuan Perjanjian   
   Unsur tujuan, yaitu apa yang dicapai pihak-pihak itu 
sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, 
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak 
bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Perjanjian yang 
tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang 
ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun 
diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, apabila 
dilaksanakan juga, sampai suatu ketika ada pihak yang tidak 
mengakui dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan 




b) Objek Akad Ijarah 






2) Manfaat jasa dan upah. Upah atau ujrah, disyaratkan 
 diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam 
 sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
45
    
b. Syarat Upah (Ujrah) 
   Terlebih dahulu akan dijelaskan pebedaan antara rukun dan 
syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan 
rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat 
sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang 
dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada 
dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari 
hakekat sewa menyewa itu sendiri.    
   Pertama, syarat terjadinya akad (Syarat al-in‟iqad) syarat ini 
berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi 
pihak yang melakukan ijarah ialah berakal sehat dan pihak yang 
melakukan ijarah mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan 
bertindak yang sempurna. Oleh karena itu orang yang gila atau anak kecil 
yang mumayyiz tidak sah melakukan ijarah. Kedua belah pihak yang 
berakad, menurut ulama syafi’iyah dan hanabilah, disyariatkan telah 
baligh dan berakal oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak 
berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau 
dari mereka (sebagai) buruh, meenurut mereka, aI-ijarah tidak sah.  
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   Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang 
melakukakan ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki  
kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang 
dilakukanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.  Para ulama 
dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan 
muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, 
pandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah. 
   Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai 
persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi’iyah dan 
Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu 




   Kedua, syarat pelaksanaan ijarah (Syurut al-al-nafadz), akad 
ijarah dapat dilakukan apabila ada kepemilikan penguasaan, karena tidak 
sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan 
orang lain.   
   Ketiga, syarat sah (Syurut al-shihah) terkait dengan pihak-pihak 




a. Adanya unsur sukarela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam 
konteks ini tidaklah boleh melakukan akad ijarah oleh salah satu 
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pihak atau kedua-duanya atas dasar paksaan, baik paksaan itu 
datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
48
 
b. Objek akad, yaitu manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. 
Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak 
yang melakukan akad ijarah.
49
 
c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan 
syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru 
bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang 
disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syara’ oleh 
karena itu tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid 
atau meyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi 
kesepakatan para ulama ahli fiqih. 
d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah 
(boleh) dalam syara’ seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah 
untuk ditinggali atau sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk 
melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara’, berdasarkan 
dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan 
pembunuhan atau menganiaya orang lain.
50
 
e. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang 
akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga 
tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan 
syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang 
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untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. 
Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur’an 
diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan 
Syafi’i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-
Qur’an. 
f. Orang yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atas 




g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau 
yang berlaku di masyarakat. 
h. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad ijarah harus 
jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat 
menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah 
dalam akad ijarah karena kedua benda itu tidak bernilai harta 
dalam Islam.
52
 Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) 
adalah sebagai berikut: 
1) Upah yang dibayarkan harus suci bukan benda najis,akad ujrah 
tidak sah jika upahnya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang 
belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.
53
 
2) Upah harus dapat dimanfaatkan, sesuatu yang tidak bermanfaat 
tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti 
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serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti 
binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan 
pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan yang 
melalaikan, patung dan gambar-gambar.
54
 
3) Upah harus dapat diserahkan, tidak boleh mengupah dengan 
burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di 
dalam air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah 
dirampok (di ghasab), kecuali upah diberikan kepada orang 
yang memegang harta ghasab itu memungkinkan untuk 
diambil kembali. 
4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk 
menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik 
maupun wakalah . jika upah tidak berada dibawah kuasa orang 
yang berakal itu tidak sah dijadikan upah.
55
 
5) Upah harus berupa mutaqawwin yang diketahui, syarat ini 
disepakati oleh para ulama, syarat mal mutaqawwin diperlukan 
dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat, sama 
seperti harga barang dalam akad jual beli. 
6) Upah atau sewa menyewa tidak boleh sama dengan jenis 
manfaat mauquf alaih apabila upah atau sewa sama dengan 
jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.
56
 
Misalnya menyewa rumah untuk ditinggali yang dibayar 
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dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan 
dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini 
merupakan pendapat Hanafiah, akan tetapi Syafi’iyah tidak 
memasukan ini sebagai syarat untuk ujrah.
57
 
   Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat Ijarah 
ada lima yaitu:  
a. Kerelaan kedua bela pihak yang mengadakan transaksi. 
b. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.  
c. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.  
d. Benda yang disewakan dapat diserahkan.  
e. Kemanfaatanya mudah bukan yang diharamkan. 
    Apabila syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad 
sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara. Sebaliknya jika syarat-
syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewa dianggap batal. Syarat-
syarat pokok dalam Al-quran maupun as-sunnah mengenai hal pengupahan 
adalah para mua‟ajir harus memberi upah kepada musta‟jir harus 
melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi 
syarat-syarat di anggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak musta‟jir 
maupun mu‟ajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada tuhan. 
4. Prinsip Keadilan Dalam Upah 
   Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku pada semua wilayah kegiatan 
manusia, baik dalam bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sistem 
                                                             






ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi 




   Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang 
berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian ijarah kepada para pihak yang 
berkaitan, diantaranya sebagai berikut : 
a. Prinsip kebebasan berkontrak 
   Yaitu suatu prinsip hukum yang yang menyatakan bahwa setiap 
orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja 
ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh 
tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil, tetapi yang 
menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. 
b. Prinsip perjanjian itu mengikat 
   Allah SWT menganjurkan kepada manusia dalam melakukan 
perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian 
tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban 
masing-masing. 
c. Prinsip Keseimbangan 
   Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para 
pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap 
menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang akan 
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diberikan dan apa yang akan diterima maupun keseimbangan dalam 
memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan 
hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kedzaliman 
yang dilakukan dalam perikatan tersebut.
59
 
d. Prinsip Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)  
   Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 
mereka dan tidak boleh memberatkan (masyaqqah) atau menimbulkan 
kerugian  (mudharat) di antara para pihak yang melakukan perjanjian. 
e. Prinsip amanah 
   Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk 
kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan  
salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran 
ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas 
perikatan itu sendiri.
60
 Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka 
akan menimbulkan kecurigaan diantara para pihak. 
f. Prinsip keadilan 
   Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali 
disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT 
tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil 
menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa. 
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   Pengupahan harus ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan 
dan kejujuran serta dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan 
kepentingan pihak manapun. 
5. Penggolongan Upah 
a. Upah Sistem Waktu 
 Dalam Upah Sistem Waktu, besarnya upah ditetapkan 
berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau 
bulan. Besarnya upah sistem waktu didasarkan pada lamanya bekerja 
bukan dikaitkan dengan prestasi kerja. 
b. Upah Sistem Hasil (Output) 
  Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan 
oleh pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah 
yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil bukan 
didasarkan pada lamanya waktu pekerjaan. 
c. Upah Sistem Borongan 
   Upah sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang 
penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama 
mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti 
lama mengerjakannya serta banyaknya alat yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaannya. 
6. Waktu Pembayaran Upah 
   Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya 






imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan 
transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi 
dan komitmen melakukannya.  
   Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja 
dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas 
dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut 
meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya 
seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan 
pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena 
umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
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   Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad, menurut 
mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya 
sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanngguhkan 
yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika 
dalam akad tidak terdapat mempercepat menangguhkan, sekiranya upah 
itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada 
masa berakhirnya masa tersebut.
62
 
   Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang 
telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu 
sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.
63
 Karena pada dasarnya orang 
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yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan 
tidak ditunda-tunda. 
   Penundaan pembayaran termasuk kedalam kezaliman yang sangat 
dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya 
membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya 
kering, sebagaimana sabdanya: 
َعْن َعْبِد ا الِل ْبِن ُعَمَر َقا َل َرُسْو ُل ا الُل َصَلى الُل َعَلْيِو َوَسَلَم َأْعطُوا األَ 
َر َأْجُرُه قَ ْبَل َأْن َيِجَف   َعَر ُقُو )رواه ابن ما جو(ِجي ْ
“Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikanlah 
upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah). 
   Hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada 
orang yang telah memberikan jasanya harus dibayarkan sesegera mungkin 
dan tidak boleh ditunda-tunda karena ada kemungkinan buruh yang 
bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadits diatas 
Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya pesan nilai dan moral dalam 
perekonomian Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja 
hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan 
semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat 
syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 






   Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan pekerja apalagi 
jika penundaan itu sangat lama hingga lupa tidak dibayarkan.
64
 
Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh 
Nabi sebagaimana dalam sabdanya: 
يَ ُقو ُل   َعْن َعْمِر ْبِن َعا ِمٍر َرِضَي االُل َعْنُو َقا َل َسِمْعُت أََنًسا َرِضَي الُل َعْنوُ 
َيْحَتِجُم َوَلْم َيُكْن َيْظِلُم َأَحًدا َأْجَرُه )رواه  َكا َن الن ِبُي َصَلى االُل َعَلْيِو َوَسَلمَ 
 رى( البخا
 “Dari Amr ibn Amir, berkata: Aku mendengar Anas berkata, Rasulullah 




   Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda 
pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus 
dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang 
yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh 
Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang 
telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.
66
 
7. Sistem Pengupahan Dalam Islam 
  Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 
upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, 
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jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 
dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib 
diserahkan upahnya secara berangasur sesuai dengan manfaat yang 
diterima.  
   Menurut Imam Syafi’iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak 
dengan akad itu sendiri. Jika musta’jir. Ia berhak menerima bayaranya 
karena penyewa (musta‟jir) sudah menerima kegunaanya. Upah berhak 
diterima dengan syarat-syarat:  
a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar 
upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.  
b. Mendapat manfaat, jika Ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada 
kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada 
selang waktu, akad tersebut menjadi batal.  
c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun 
tidak terpenuhi secara keseluruhan.  
d.  Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah 
pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.  
   Hak menerima upah bagian musta‟jir adalah sebagai berikut:  
a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.  
b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, 
kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan 






   Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan 
menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan 
menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau 
menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib 
dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa 
rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia 
wajib membayar sewaan. 
     Upah menurut profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan 
sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada 
seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian. Upah mengupah atau 
Ijarah, ala al-a‟mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa 
hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah, ala 
ala‟mal  terbagi dua yakni : 
a. Ijarah Khusus, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang 
bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi 
upah. Contoh : Heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja 
ditempat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung 
tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan 
Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini 
mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka 






b. Ijarah Musytarik, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, 
atau   melalui kerjasama hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan 
orang lain Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu, 
dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan Upah dalam 
dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting 
agar pahala dapat diperoleh dimesni akhirat dari upah tersebut. Jika 
moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. 
   Konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya 
konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah 
dimensi akhirat dapat tercapai.  
   Dimensi dunia dicarikan oleh dua hal yaitu dan layak, adil bermakna 
bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak 
bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan sangan, 
pandang, dan papan serta tidak jauh dari pasaran.
67
Islam menawarkan suatu 
penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan 
kepentingan kedua belah pihak.
68
  
   Kelas pekerja dan  majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari 
majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap 
kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian 
mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas 
pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja 
sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Demikian pula 
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para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk 
membayar melebihi kemampuannya.  
   Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia kegiatan manusia karena 
mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan 
mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing 
tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada 
setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses 
produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh 
berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan 
penganiayaan.  
   Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan 
berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu itu 
harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. 
Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan 
menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, 
lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan 
amal kerjanya.
69
Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal 
adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (mu‟ajir) dengan orang yang 
mempekerjakan (musta‟jir). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan 
kerja. 
a. Ketentuan Kerja 
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  Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang  yang dikontrak untuk 
dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus 
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.
70
 
b. Bentuk Kerja 
  Di dalam Ijarah harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang 
hendak dikerjakan seorang ajir. 
c. Waktu Kerja 
   Dalam transaksi Ijarah juga harus disebutkan jangka waktu pekerjaan 
itu yang dibatasi dengan jangka waktu berlakunya perjanjian atau 
selesainya pekerjaan tertentu, selain itu wajib ada juga perjanjian waktu 
bekerja bagi ajir. 
 
 
d. Gaji Kerja  
   Disyaratkan juga gaji transaksi ijarah tersebut jelas dengan bukti 
dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah boleh 
tunai dan juga tidak asalkan syaratnya jelas. 
    Upah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 
1) Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), ialah upah yang telah 
disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan 
harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 
                                                             







2) Upah yang sepadan (ajrul mitsli) ialah upah yang sepadan dengan 
kerjanya setara/sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah 
harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang 
sejenis pada umumnya.71 
8. Berakhirnya Akad Upah 
   Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi 
ajir,apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut Ulama Syafi‟iyah, jika 
ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh 
upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia mendapat upah.  
  Ulama hanifiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya saja 
diuraikan lagi sebagai berikut : 
 
 
a. Jika benda ditangan ajir.  
Jika bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas 
pekerjaan tersebut. ika tidak ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat 
upah atas pekerjaannya sampai akhir.  
b. Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah 
selesai bekerja. 
Ijarah dapat berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut: 
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a. Menurut Hanafiyah, Ijarah dapat berakahir apabila meninggalnya salah 
satu pihak dari dua orang yang berakad.
72
 
b. Akad ijarah berakhir )اْلقالة( menarik Kembali 
c. Sesuatu yang di ijarahkan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati 
atau rumah sewaan hancur.
73
 
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan berakhirnya waktu yang telah 
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